
BUPATI SANGGAU

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

IMPLEMENTASI SISTEM E-PROCUKEMEm DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

BUPATI SANGGAU

MENIMBAWG : a.  bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan
sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemeraitah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, perlu dilaksanakan pengadaan
barang/jasa secara elektronik (e-Procurement);

bahwa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau (e-Procurernent), maka perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

MENGINGAT : 1.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan1 Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
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10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);

16. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik
dalam Kerangka Indonesia National Single Window;

17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

18. Peraturan Menreri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18 Tahun 2007 tentang

Pembentukan dan Susunan Qrganisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau;

21. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 29 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Sanggau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATUBAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI SISTEM E-PROCUREMENT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesahi

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sanggau;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sanggau;

3. Bupati adalah Bupati Sanggau;

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan
Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
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5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah apar?

yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan da;
kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan pengadaan barang/jasi
APIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau adalah Inspektora
Kabupaten Sanggau;

6. e-Procurement  adalah  proses  pengadaan barang/jasa  pemerintah  yan;

pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengai
memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliput
pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanai
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE ) melalui http://lpse.sanggau.go.id;

7. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit kerja/unit pelaksanc
teknis yang melayani proses pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan sisten

dan domain e-Procurement;

8. LPSE Pusat adalah unit kerja/unit pelaksana teknis yang dibentuJk oleh dan
berada di bawah tanggung jawab Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa
Pemerintah (LKPP), }'ang bertugas secara khusus untuk mengelola dan
mengembangkan sistem e-Procurement secara Nasional;

9. LPSE Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja/unit
pelaksana teknis yang dibentuk oleh dan berada di bawah tanggung jawab
Pemerintah Kabupaten Sanggau, yang bertugas secara khusus untuk mengelola
dan mengembangkan sistem e-Procurement di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Sanggau;

10. LPSE lain adalah LPSE di luar Pemerintah Kabupaten Sanggau;

11. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut
LKPP adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan
pengembangan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;

12. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang
diangkat oleh Pengguna Artggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

13. Pengguna Anggaran adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati atas usul
Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah. Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus
bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

15. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah saru unit yang
terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan
barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas secara khusus
untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sanggau;

16. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna AnggaranPejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan pemilihan
penyedia barang/jasa, dalam hal ULP belum terbentuk;

17. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna  Anggaran/Pejabat  Pembuat  Komitmen  untuk  melaksanakan
pemilihan/penunjukan penyedia barang/jasa;

8. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang
memenuhi syarat-syarat pendirian badan usaha atau orang perseorangan yang
kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa dan telah terdaftar dalam sistem e-
Procurement pada pusat-pusat layanan;

9. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem e-Procurement;

0. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna
yang digunakan untuk beroperasi di dalam sistem e-Procurement;

1. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna
untuk memverifikasi User ID kepada sistem e-Procurement. User ID dan Password
seluruh pengguna sistem e-Ptocure'ment di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sanggau merupakan representasi dari pengguna dan terasosiasi terhadap seluruh
akrivitas dalam e-Procurement.
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